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MOTTO 
 
 اَي ْن ُّدلا ِةاوَيَحْلا ُةَنِيز َنوُن َبْلاَو ُلاَمْلا.......  
Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia ...... (Al-Kahfi : 46)  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut:   
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ix 
 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
(ِ ـــــ) Kasrah I I 
(   ُ ) Dammah U U 
 
 
x 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
xi 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ميق Qīla 
3. لىقي Yaqūlu 
4. يمز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah 
atau dammahِ transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 
adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti 
oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua 
kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأاِةضوز Rauḍah al-aṭfāl 
2. ةحهط Ṭalh{ah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
 
xii 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbanā 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
xiii 
 
2. نورخأت Taꞌkhuzūna 
3. ىناءى  An-Nauꞌ 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf  kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. حمِامودمِلىسزلاإ  Wa mā Muammadun illā rasūl 
2. هيمناعناِبزِللهدمحنا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah 
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. هيقشاسناسيخىهنِاللهِنإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin 
xiv 
 
/ Wa innallāha lahuwa khairur-
rāziqīn 
2. ناصيمناوِميكناِاىفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Nurul Afifah, NIM: 15.21.21.051, “Analisis Penetapan Pengadilan 
Agama Karanganyar Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Kra. Tentang Anak 
Biologis”.  
Sahnya perkawinan akan berdampak pada status anak yang dilahirkan. 
Dalam penetapan pengesahan anak bertujuan untuk memberikan kepastian hukum 
terhadap asal usul anak tersebut. Untuk dapat mengetahui tujuan dari penelitian 
ini, penulis lebih fokus mengenai bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan 
Agama Karanganyar dalam perkara Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Kra. tentang anak 
biologis dan mengapa Majelis Hakim tidak menggunakan bukti tes DNA yang 
sesuai pertimbangan hukumnya terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
46/PUU-VIII/2010.  
Metode penelitian ini merupakan penelitian literer dengan metode hukum 
normatif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder berupa penetapan 
Pengadilan Agama Karanganyar. Penulis menggunakan penelitian analisis data 
yang menjelaskan perkara tentang anak biologis. 
Hasil penelitian ini disimpulkan berdasarkan pertimbangan hakim dalam 
perkara permohonan pengesahan anak menyatakan bahwa perkawinan sirri yang 
dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun, 
dan juga poligami yang tidak izin istri pertamanya sehingga telah melanggar 
ketentuan perkawinan menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim 
menolakpermohonannya sebagai anak sah tetapi dikabulkan sebagai anak biologis 
untuk memberikan perlindungan hukum dan kemaslahatan kepada anak tersebut. 
Dalam penetapan anak biologis Hakim tidak menggunakan alat bukti tes DNA 
karena Majelis Hakim telah meyakini anaknya berdasarkan pengakuan pemohon 
dan termohon, dan berpedoman menyelesaikan perkara dengan asas biaya 
sederhana, cepat dan biaya ringan guna memperlancar jalannya persidangan di 
Pengadilan Agama.  
 
 
Kata kunci : penetapan, Pengadilan Agama, anak biologis.   
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ABSTRACT 
 
 
  Nurul Afifah, NIM: 15.21.21.051, "Analysis of the Biological 
Children Establishment of Karanganyar Religious Court Number 
107/Pdt.P/2018/PA.Kra". 
 Legitimate marriage will have an impact on children birth status. The 
determination of child legitimation aims to provide legal certainty for the origin of 
the child. To be able to know the purpose of this study, the writer is more focused 
on how the Karanganyar Religious Court Judges‟ considerations in case Number 
107/Pdt.P/2018/PA.Kra. concerning biological children and why the Panel of 
Judges did not use DNA test evidence in accordance with their legal 
considerations contained in Decision of the Constitutional Court Number 
46/PUU-VIII/2010. 
This research method was a literary research with normative legal 
methods. The data source used was secondary data in the form of the 
determination of the karanganyar religious court. The author used data analysis 
research that explains biological children cases. 
The results of this study  were concluded based on the consideration of 
judges in the case of child legitimation stating that the sirri marriage by the 
husband and wife did not meet the islamic marriage terms and conditions, and 
also polygamy which was not permitted by the first wife which had violated the 
provisions of Islamic marriage law, the panel of judges refused his application as 
a legal child, yet as biological child to provide legal protection. In determining 
biological children, judges did not use DNA test evidence as The panel of judges 
believes their children were based on the recognition of the petitioners and the 
defendant, and guided by resolving cases with the principle of simple, fast, and 
low cost to facilitate the proceedings in the religious court.  
 
 
Keywords : establishment, Religious Court, biological children 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam Islam, pernikahan merupakan suatu hal yang sakral yang berarti 
ibadah kepada Allah dalam rangka untuk mengamalkan Sunnah Rasulullah 
dan dilandaskan atas dasar keihkhlasan, tanggung jawab serta mengikuti 
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pernikahan merupakan 
sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian mencontoh perilaku 
Nabi supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah guna 
membuat kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat.  
Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk memberikan ketenangan 
lahir dan batin sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota 
keluarga.
1
 Dalam Hukum Islam, perkawinan sirri dinyatakan sah tetapi tidak 
dicatatkan resmi di Lembaga Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. 
Ketentuan pencatatan perkawinan tertuang dalam Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yaitu : tiap-tiap perkawinan 
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2
 
Pencatatan perkawinan merupakan upaya yang diatur melaui 
perundang-undangan dalam mewujudkan ketertiban perkawinan dalam 
                                                             
1 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2015), hlm. 22. 
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam, cet 1, (Grahamedia Press, 2014), hlm. 2. 
1 
2 
 
 
 
masyarakat dan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan tersebut. 
Bukti dari pencatatan perkawinan yaitu dengan adanya Akta Nikah yang 
berguna mempertahankan atau mendapatkan hak suami istri karena akta 
tersebut menjadi bukti autentik terhadap perkawinan yang telah mereka 
lakukan,
3
 dan Akta Nikah juga dapat digunakan untuk menunjukkan 
keabsahan dalam status anak yang dilahirkan. Anak yang sah menurut 
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah anak yang lahir 
dari perkawinan yang tercatat dalam dokumen negara maka status anak 
perkawinan sirri menjadi anak luar kawin karena tidak mempunyai kekuatan 
hukum.  
Hukum positif di Indonesia mengatur anak yang lahir pada perkawinan 
sirri maka anak tersebut statusnya anak di luar kawin sehingga tidak dapat 
menuntut pemenuhan hak kewarganegaraan. Status anak yang dilahirkan 
sangat berkaitan dengan keabsahan perkawinan. Perkawinan yang sah akan 
melahirkan status anak tersebut secara jelas. Sebaliknya, jika perkawinan tidak 
sah maka anak tersebut akan mengakibatkan ketidakjelasan status anak secara 
legal formal. 
Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) 
menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
4
 Makna luar 
perkawinan dalam pasal tersebut yakni perkawinan bawah tangan atau atau 
                                                             
3 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Depok: RajaGrafindo Persada, 
2017), hlm. 91.  
4
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ..., hlm. 13.  
3 
 
 
 
perkawinan sirri, hal ini menjadikan anak tersebut tidak mendapatkan hak 
keperdataannya karena perkawinannya yang tidak dicatatkan. Pada perkara 
kasus Machica Mochtar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
46/PUU-VIII/2010 yang menginginkan anaknya mendapat hak keperdataan 
dari suaminya menjadikan inovasi baru bagi pemikiran hukum Islam di 
Indonesia.
5
 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berisi bahwa “Anak 
yang dilahirkan diluar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan 
ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat 
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain 
menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata 
dengan keluarga ayahnya”. Anak luar kawin memiliki keperdataan dengan 
ayahnya dengan cara melakukan bukti tes DNA. Ibu dan anak luar kawin 
dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan jika ayahnya tidak mengakui 
anak tersebut, hal ini berguna agar hak anak luar kawin terlindungi di mata 
hukum. 
Negara Indonesia melindungi hak asasi manusia dengan memberikan 
perlindungan untuk menjamin kesejahteraan melalui pembentukan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam perubahan 
terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah upaya untuk menjamin 
                                                             
5 Busman Edyar, “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam 
Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan,” Jurnal Hukum 
Islam (Jakarta) Vol. 1, Nomor 2, 2016, hlm. 182. 
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dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, guna memperoleh perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.
6
 
Dalam kewenangan Pengadilan Agama memberikan upaya hukum 
bagi setiap persoalan di dalam persidangan. Penetapan pengadilan agama 
dapat diajukan untuk permasalahan yang bersifat kepentingan sepihak saja (for 
benefit of one party only). Penetapan tersebut diterbitkan hanya untuk 
menyelesaikan kepentingan pemohon tentang suatu permasalahan yang 
memerlukan suatu kepastian hukum, dimana yang dipermasalahkan tersebut 
tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.
7
 
Di Pengadilan Agama Karanganyar telah menetapkan perkara Nomor 
107/Pdt.P/2018/PA.Kra. tentang anak biologis. Dalam duduk perkaranya 
menjelaskan bahwa seorang suami melakukan poligami tetapi tanpa izin istri, 
kemudian menikah sirri wali nikahnya orang lain bukan wali nasab dan salah 
satu saksi nikahnya perempuan. Perkawinan siri yang dilakukan oleh para 
pemohon melahirkan anak pada tahun 2008. Dalam alur kronologisnya istri 
pertama dicerai lalu mereka menikah resmi di Kantor Urusan Agama. Kedua 
orang tua tersebut menginginkan anaknya menjadi anak yang sah, karena 
kedudukannya anak luar kawin kemudian mereka mengajukan ke Pengadilan 
                                                             
6
 Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan 
Memenuhi Hak-Hak Anak”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, (Aceh) Vol. 11 Nomor 2, 2016, 
hlm. 251. 
7 Rio Christiawan, “Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses 
Eksekusi,” Jurnal Yudisial, (Jakarta) Vol.11 Nomor 3, 2018, hlm. 369.  
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Agama agar dikatakan sebagai anak sah. Majelis Hakim menilai bahwa 
perkawinan mereka tidak sah dan tidak juga dalam status poligami yang sah. 
Oleh karena itu, perkara ini ditetapkan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai anak sebagai anak biologis.
8
 Namun, 
dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak menggunakan bukti tes DNA. 
Maka, penulis tertarik untuk meneliti perkara di Pengadilan Agama 
Karanganyar serta menganalisis pertimbangan hukum dalam menetapkan anak 
luar kawin sebagai anak biologis. Penulis mengangkat kedalam sebuah karya 
ilmiah yang berjudul Analisis Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar 
Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Kra. Tentang Anak Biologis. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penetapan Pengadilan Agama 
Karanganyar Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Kra. tentang anak biologis ? 
2. Mengapa Majelis Hakim dalam menetapkan anak biologis tidak 
menggunakan bukti tes DNA ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penetapan Pengadilan 
Agama Karanganyar Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Kra. tentang anak 
biologis.  
2. Untuk mengetahui Majelis Hakim dalam menetapkan anak biologis tidak 
menggunakan bukti tes DNA.  
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 Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Kra. tanggal 20 
September 2018. 
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D. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil sumbangan 
pemikiran bagi pengembangan pengetahuan di bidang hukum islam. 
b. Dapat menambah ilmu dan wawasan tentang penetapan anak luar 
kawin. 
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi masyarakat  
Dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai pentingnya 
penetapan anak luar kawin guna mengetahui ayah biologis bagi anak 
tersebut.  
b. Bagi peneliti selanjutnya 
Dapat memperluas ilmu pengetahuan bagi pembaca mengenai hukum 
perkawinan di Indonesia. 
 
E. Kerangka Teori 
1. Penetapan Pengadilan Agama 
Dalam menetapkan perkara sebagaimana diatas, majelis hakim 
mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1986 Tentang Peradilan Umum Pasal 68A : 
(1) Bahwa dalam  memeriksa dan memutus perkara, hakim harus 
bertanggung jawab atas penetapan dan  putusan yang dibuatnya. 
7 
 
 
 
(2) Bahwa dalam penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan 
pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.  
Jadi dalam penetapan status anak yang diteliti penulis, majelis 
hakim dalam penetapannya tetap berdasarkan pada barang bukti, saksi, 
dan dokumen terkait dari kasus tersebut. 
Penetapan dalam pengertiannya adalah putusan hakim yang 
bersifat declaratoir yakni hakim menetapkan suatu peristiwa tertentu. 
Penetapan atau beschikking, yakni surat pernyataan yang dikeluarkan 
oleh hakim mengenai hal yang menjadi kewenangannya dalam 
memeriksa perkara yang diadakan di luar putusan pengadilan, majelis 
hakim mempunyai dua kewenangan yakni :  
1) Perintah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;  
2) Perintah untuk penambahan alat bukti.
9
 
2. Perkawinan 
Allah telah menjadikan aturan perkawinan sebagai salah satu 
sunnah-Nya, dan cara menajga kontinuitas keberadaan makhluk-
makhluk-Nya dengan harapan bahwa hikmah perkawinan dapat menjadi 
misi yang didakwahkan Nabi dengan landasan ayat-ayat dan mukjizat 
yangmereka peroleh.
10
 Di dalam hukum Islam juga dinyatakan bahwa 
                                                             
9 Yan Rano Johassan, “Penetapan Pengadilan Mengenai Penunjukan Wali Anak ,” Jurnal 
Lex Crimen, (Manado) Vol. 11 Nomor 2, 2018, hlm. 150.  
10 Mahmud Al-Shabbagh, Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 1994), hlm. 9.  
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hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk 
manusia, sebagaimana firman-Nya dalam Al-qur‟an surat Az-Zariyat 
ayat 49 :
11
 
 َنوُر ََّكذَت ْمُكَّلَعَل ِْيَْجْوَز اَنْقَلَخ ٍءْيَش ِّلُك ْنِمَو ( : تايراذلا٩٤ )  
Artinya : 
Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 
kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.  
 
Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 
Pasal 2 ayat 1 perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
12
 
3. Perkawinan Sirri 
Perkawinan Sirri merupakan salah satu ajaran Islam terdahulu, 
tetapi di dalam aturan hukum Indonesia pernikahan ini termasuk 
pernikahan yang dilarang atau tidak diakui secara hukum karena 
perkawinan tersebut tidak dicatatkan kepada negara. Di dalam 
pemahaman masyarakat Indonesia perkawinan siri terbagi menjadi dua 
pendapat yang saling bersebrangan. Hal tersebut didasarkan atas penting 
atau tidaknya suatu pencatatan perkawinan menurut hukum Islam sebagai 
syarat atau rukun perkawinan. Namun penulis berkesimpulan bahwa 
pencatatan perkawinan merupkan hal yang penting guna melindungi hal-
hak dan mendapatkan legitimasi hukum kedua belah pihak.  
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Toha Putra, 2002), hlm. 756. 
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ..., hlm. 2.  
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Pencatatan perkawinan menurut aturan yang ada telah diatur 
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2. Dilihat melalui 
perspektif peraturan perundang-undangan atau hukum positif di 
Indonesia, pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang harus dilakukan 
dengan tujuan untuk memberikan manfaat dan kemaslahatan dalam 
kehidupan bermasyarakat yakni adanya bukti autentik dalam bentuk akta 
nikah. Akibat hukum dari perkawinan sirri yaitu istri tidak berhak 
mendapatkan nafkah dan harta gono-gini apabila terjadi perceraian 
karena tidak diakui dan terlindungi oleh negara.  
Beberapa dampak pernikahan sirri baik dari sisi positif maupun 
sisi negatif bagi istri dan anak secara hukum.  
Dampak positifnya yaitu : 
1. Hak-hak individu dapat tertutupi (misalnya : hamil di luar nikah) 
2. Hilangnya kekhawatiran perzinahan 
Dampak negatifnya yaitu : 
1. Tidak diakui sebagai istri, karena tidak mempunyai bukti berupa 
surat nikah 
2. Terabaikannya hak dan kewajiban 
3. Tidak berhak atas nafkah, warisan dan pembagian harta bersama 
4. Tidak memberikan kepastian hukum  
5. Menyulitkan untuk mengidentifikasi status seseorang sudah menikah 
atau belum 
10 
 
 
 
6. Sanski sosial berupa timbulnya fitnah di masyarakat bahwa mereka 
telah melakukan hubungan di luar nikah  
7. Menyulitkan untuk mengatasi permasalahan kedua belah pihak untuk 
memberikan kesaksian
13
 
4. Kedudukan Anak 
Dalam proses penciptaan manusia terdapat dalam Qur‟an Surat 
Al-Mu‟min ayat 67 :14 
 َا آْوُغُل ْ بَِتل َّثًُلاْفِط ْمُكُِجرُْيُ َّثُ ٍةَقَلَع ْنِم َّثُ ٍةَفْطُّن ْنِم َّثُ ٍبَار ُت ْنِم ْمُكَقَلَخ ْيِذَّلاَوُى ْمُك ََّّ ُش
 َّفَّو َتُّ ي ْنَّم ْمُكْنِمَواًخْو ُيُشاْو ُنْوُكَِتل َّثُ آْوُغُل ْ بَِتلَو ُلْب ََ ْنِم  َنْوُلِقْع َت ْمُكَّلَعَل َّو ى ًّمَسُّم ًلاَخَا  نمؤلما (
 :٧٦ ) 
Artinya : 
Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes 
mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan 
sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, 
lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan 
sebelum itu. (Kami perbuat demikian) agar kamu sampai kepada 
kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti.  
 
Isi kandungan dalam ayat tersebut yaitu Allah yang telah 
menciptakan manusia dari tanah lalu dari sperma dengan Kuasa-Nya 
kemudian dari segumpal darah dan terjadi beberapa proses dalam rahim 
wanita hingga menjadi seorang bayi, setelah melewati perkembangan 
fase kehidupan lalu menjadi tua. Di antara manusia yang diciptakan 
                                                             
13 Siti Ummu Abdillah, “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi 
Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak,” Jurnal 
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Allah adapula yang mati sebelum dilahirkan agar manusia mengetahui 
tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.  
a. Anak sah  
Anak sah erat hubungannya dengan keabsahan suatu 
perkawinan. Perkawinan yang dilakukan melalui prosedur dan 
ketentuan hukum yang ada, akan menentukan status anak tersebut. 
Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 
42 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau 
sebagai akibat perkawinan yang sah.
15
 Perkawinan dalam fiqh Islam 
untuk memperoleh keturunan yang sah, maka definisi sah yaitu anak 
yang dilahirkan dari akad nikah yang sah.
16
 
b. Anak luar kawin 
Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang 
perempuan yang tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah 
dengan pria yang menyetubuhinya.
17
 Apabila mengacu pada 
ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 yang berbunyi: 
(1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 
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(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selajutnya akan diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.
18
 
Berdasarkan petitum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
46/PUU-VIII/2010 menjelaskan bahwa anak dari ibu yang bernama 
Machicha Mochtar agar anaknya mendapatkan pengesahan dan 
mendapatkan haknya dari ayah kandungnya. Dalam putusan tersebut, 
menghasilkan hubungan perdata anak dengan ayah kandungnya yakni 
dengan cara dibuktikan tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid). 
Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim bertujuan agar anak luar 
kawin mendapatkan perlindungan hukum, karena semua anak yang 
dilahirkan adalah anak yang suci dan berhak tumbuh kembang seperti 
anak-anak lain, tanpa melihat latar belakang orang tuanya.   
 
F. Tinjauan Pustaka  
Penelitian tesis dari saudari Mughniatul Ilma yang berjudul “Penetapan 
Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
46/PUU-VII/2010” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul) Program Studi 
Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Tahun 2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan penelitian 
ini bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Putusan 
Mahkamah Konstitusi tidak banyak berpengaruh terhadap penetapan asal usul 
anak di Pengadilan Agama Bantul. Hal ini dikarenakan hubungan keperdataan 
di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi kurang jelas dan tidak ada peraturan 
                                                             
18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ..., hlm. 13. 
13 
 
 
 
pelaksanaan mengenai uji materi terhadap pasal 43 ayat (1). Hak keperdataan 
anak luar kawin dengan ayah biologisnya hanya terbatas pada hak nafkah. 
Sedangkan hak nasab, waris, dan wali nikah diatur dalam hukum fikih. 
Penetapan asal usul anak menghasilkan akibat hukum yakni akta kelahiran 
anak atas nama ayah dan ibunya serta hak nafkah dari ayahnya.
19
 Penelitian ini 
berbeda dengan penelitian penulis. Jenis penelitian yang digunakan tidaklah 
sama yang mana penelitian ini terfokus mengangkat data yang ada dilapangan. 
Penelitian tesis ini membahas tentang Penetapan Hakim Tentang Asal Usul 
Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 
sedangkan penulis membahas tentang penetapan Pengadilan Agama 
Karanganyar Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Kra. tentang anak biologis.  
Penelitian skripsi dari saudari Dewi Permata Sari yang berjudul 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Tentang Permohonan 
Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Sirri Di Pengadilan Agama Yogyakarta” 
(Studi Penetapan Perkara Nomor: 0045/Pdt.P/2010/PA.YK)” Al-Ahwal Asy-
Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Tahun 2014. 
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan 
adalah library research dengan metode penelitian dokumentasi. Hasil 
penelitian ini adalah bahwa jika dilihat dari sisi yuridis, putusan yang 
dikeluarkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam 
menetapkan status anak hasil perkawinan sirri telah sesuai dasar hukum dan 
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pertimbangan yang digunakan. Meskipun tidak menggunakan pasal 42 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 
Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari dasar hukum dalam memutus 
perkara Permohonan Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Sirri yang mana 
kedua pasal tersebut adalah pasal yang membahas tentang anak sah. Status 
hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak mempunyai 
hubungan perdata dengan ayah kandungnya
20
 Adanya beberapa perbedaan 
penelitian ini yaitu pada penelitian yang dilakukan saudari Dewi Permata Sari 
lebih menekankan meneliti permohonan pengesahan anak dilihat dari segi 
yuridis sedangkan penulis lebih meneliti fokus membahas tentang penetapan 
Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Kra. tentang anak 
biologis pada perkawinan yang tidak sah menurut Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010.  
Penelitian skripsi dari saudari Nor Habibah yakni “Penetapan Asal 
Usul Anak Akibat Perkawinan Di bawah Tangan” (Analisis Penetapan 
Nomor: 180/Pdt.P/2015/PA Bjm) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah 
dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Tahun 2016. Penelitian ini bersifat studi 
dokumenter dan jenis penelitiannya adalah hukum normatif, dianalisis dalam 
bentuk deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam 
pertimbangan hukum majelis hakim mengemukakan telah mengabaikan 
pentingnya pencatatan perkawinan. Anak yang lahir dari perkawinan yang 
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tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah tidak dapat ditetapkan asal usulnya. 
Seharusnya majelis hakim menolak permohonan tersebut karena tidak dapat 
membuktikan perkawinannya dengan akta nikah. Demi mendapat kepastian 
hukum harus melakukan isbat nikah agar anak dapat ditetapkan asal usulnya. 
Dalam penetapan asal usul anak tersebut telah ditetapkan pengakuan (iqraru 
bin nasab) melalui lembaga istilhaq. Terdapat perbedaan dengan penelitian 
penulis, yakni terletak pada jenis penelitian dan inti dari penelitianya. Dalam 
penelitian ini menjelaskan bahwa majelis hakim telah keliru menetapkan 
perkaranya karena perkawinan pemohon belum memiliki kepastian hukum 
sehingga anak tersebut belum dapat ditetapkan asal usulnya.
21
 Penelitian 
saudari Nor Habibah berbeda dengan penelitian penulis yang mana penulis 
lebih fokus membahas tentang penetapan Pengadilan Agama Karanganyar 
Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Kra. tentang anak biologis yang lahir dalam 
perkawinan yang tidak sah. 
Jurnal Yudisial yang ditulis oleh Zakyyah dengan judul “Nasab Anak 
Luar Kawin Menurut “Hifzhu Nasl” Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 46/PUU-VIII/2010”, jurnal ini membahas bahwa Putusan Mahkamah 
Konstitusi menimbulkan makna yang ambigu, karena tidak ada definisi yang 
jelas terkait frasa “anak di luar perkawinan”. Menurut teori hifzhu nasl 
menasabkan anak di luar perkawinan (anak zina) kepada ayah biologisnya 
merupakan suatu tindakan yang akan merusak eksistensi dari maqāṣid al-
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syar‟iyyah. Namun jika yang dimaksud adalah anak yang lahir dari 
“pernikahan di bawah tangan” maka hal ini sesuai dengan ketentuan maqāṣid 
al-syar‟iyyah.22 Yang membedakan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu 
dalam penelitian ini membahas anak luar kawin menggunakan teori hifzhu 
nasl sedangkan penulis lebih fokus meneliti penetapan Pengadilan Agama 
Karanganyar Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Kra. tentang anak biologis pada 
perkawinan yang tidak sah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 
46/PUU-VIII/2010. 
 
G. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah cara yang digunakan penulis dalam 
mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang 
telah ditentukan.
23
 Dalam melakukan penelitian masalah, penulis 
menggunakan metode sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 
kualitatif literer atau kepustakaan dengan menggunakan pendekatan 
hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian 
dengan melakukan pengkajian terhadap studi dokumen, yakni 
                                                             
22 Zakyyah, “Nasab Anak Luar Kawin Menurut “Hifzhu Nasl” Kajian Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” Jurnal Yudisial, (Banda Aceh) Vol. 9 Nomor 2, 2016, hlm. 
195.  
23 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2010), hlm.203. 
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menggunakan berbagai data sekunder atau bahan pustaka.
24
 Penelitian 
dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi dokumen dari berbagai 
referensiyang relevan sesuai dengan penelitian yang akan diteliti. Dalam 
penelitian ini, mengkaji terhadap aturan-aturan hukum yang berkaitan 
dengan penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 
107/Pdt.P/2018/PA.Kra. tentang anak biologis.  
2. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder, yang berkaitan dengan masalah untuk dijadikan landasan teoritis 
dalam penelitian yang dilakukan. Dengan bahan-bahan yang digunakan 
sebagai berikut : 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat 
berupa penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 
107/Pdt.P/2018/PA.Kra. tentang anak biologis.  
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa pendapat 
hukum atau doktrin atau teori yang diperoleh dari literatur hukum, 
hasil penelitian, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan 
penelitian.  
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan 
dan bahan hukum sekunderberupa kamus hukum,kamus bahasa 
Indonesia dan ensiklopedia hukum Islam.  
                                                             
24 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 
hlm. 39. 
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3. Teknik Pengumpulan Data  
a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan 
mempelajari data berupa dokumen salinan penetapan Pengadilan 
Agama Karanganyar Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Kra. tentang anak 
biologis.  
b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan 
komunikasi yakni melalui hubungan pribadi antara pengumpul data 
(pewawancara) dengan sumber data (responden).
25
 Penulis melakukan 
wawancara dengan narasumber Ketua Majelis Hakim yang memutus 
perkara penetapan Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Kra.tentang anak 
biologis yaitu Bapak Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum sebagai Hakim yang 
membuat keputusan akhir dalam penetapan tersebut.  
4. Teknik Analisis Data  
Teknik yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah 
dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan 
pendekatan kualitatif. Analisis isi adalah penelitian yang bersifat 
pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak 
dalam media massa. Penelitian ini memfokuskan menganalisis dan 
menelaah penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 
107/Pdt.P/2018/PA.Kra. tentang anak biologis.  
 
 
                                                             
25 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 72.  
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H. Sistematika Penulisan 
Penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu : 
Bab I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan 
pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II, landasan teori tentang kedudukan anak di luar kawin dan hak 
keperdataannya. Hal-hal yang dibahas yakni perkawinan yang sah menurut 
Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat sah 
perkawinan, kedudukan anak yang sah menurut Undang-Undang dan 
Kompilasi Hukum Islam, kedudukan anak luar kawin menurut Undang-
Undang dan Kompilasi Hukum Islam dan Kedudukan Anak Luar Kawin 
Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.  
Bab III, deskripsi data penelitian tentang profil Pengadilan Agama 
Karanganyar, deskripsi penetapan Pengadilan Agama Karanganyar tentang 
anak biologis sehingga pada bab ini dapat diketahui mengenai duduk perkara 
mengenai anak biologis tersebut pada nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Kra. serta 
dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan 
perkara tersebut. 
Bab IV, analisis.  
Bab V, penutup yakni kesimpulan dan saran-saran.  
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Penetapan Pengadilan Agama  
Penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian 
permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan. Dalam 
perkara penetapan tidak ada perselisihan dan pemohon tidak memohon 
putusan atau keadilan dari hakim, namun hanya memohon penetapan saja, 
maka perkara disebut sebagai perkara permohonan. Jika ada dua pihak yang 
bersengketa dan para pihak memohon putusan maka disebut sebagai perkara 
gugatan. Sifat dari penetapan pengadilan adalah : 
1. Diktum bersifat declaratoir, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau 
deklarasi hukum tentang hal yang diminta; 
2. Pada penetapan pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum 
condemnatoir (yang mengandung hukuman) terhadap siapapun; 
3. Pada penetapan diktum tidak dapat memuat amar konstitusif, yaitu yang 
menciptakan suatu keadaan baru. 
Ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman masih dianggap relevan dan 
merupakan penegasan disamping kewenangan badan peradilan terhadap 
perkara gugatan, tetapi termasuk juga pada perkara voluntair untuk meminta 
penetapan yang hanya melibatkan satu pihak saja. Perkara permohonan adalah 
termasuk pada pengertian yurisdiksi voluntair dan berdasarkan permohonan 
yang diajukan oleh pemohon maka hakim memberikan suatu penetapan.  
20 
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Penetapan pengadilan hanya dapat diterbitkan untuk hal-hal yang 
sangat bersifat limitatif dengan syarat ex-parte atau sepihak dalam keadaan 
sangat terbatas dan sangat eksepsional pada hal tertentu saja dan hanya boleh 
terhadap masalah yang disebut dan ditentukan oleh Undang-Undang yang 
menegaskan bahwa masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan 
secara voluntair dalam bentuk permohonan untuk mendapat penetapan.   
Dalam memeriksa perkara perdata hakim harus mendengar dan 
mempertimbangkan keterangan dari kedua belah pihak dan mengajukan alat 
bukti harus di depan persidangan.
26
 
 
B. Perkawinan yang Sah Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum 
Islam  
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 
menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa.
27
 Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 
yaitu : perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang 
sangat kuat atau mitsāqan ghaliżān untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah.
28
 Pada hakikatnya, akad nikah adalah 
pertalian yang teguh dan kuat dalam kehidupan manusia, bukan saja antara 
                                                             
26 Rio Christiawan, “Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses 
Eksekusi ..., hlm. 371-372.  
27
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ..., hlm. 2.  
28 Ibid.,hlm. 335. 
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suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga sehingga 
menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan 
dan mencegah segala kejahatan.
29
 Sabda Rasulullah SAW : 
 ْوُسَر َلَاَ : َلاََ  ُوْنَع ُوّللا َيِضَرٍدْوُعْسَم ِنْب ِوّللا َِّ ْبَع ْنَع  َرَشْعَمَاي : َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوّللا ىَّلَص ِوّللا ُل
 َْلَ ْنَمَو ِْجرَفِلل ُنَصْحَاَوِرَصَبِلل ُّضََغا ُوَّنِءاَف ْجَّوَز َتَيْل َف َةَءاَبْلا ُمُكْنِم َعَاطَتْسا ِنَم ِباَّب َّشلا ْعِطَتْسَي
)ويلع قفتم( ٌءاَجِو ُوَل ُوَّنِءاَف ِمْوَّصلِاب ِوْيَلَع َف 
 
Artinya : 
“Dari „Abdullah bin Mas‟ud radhiallahu „anhu, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda kepada kami : “Wahai pemuda-pemuda, 
barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, 
maka menikahlah. Sebab ia lebih membuat tunduk pandangan dan 
lebih mensucikan kemaluan. Sedangkan barang siapa yang tidak 
mampu maka hendaklah berpuasa, sebab ia adalah tameng 
(pelumpuh nafsu) baginya”. (Muttafaqun alaih)30 
 
Perkawinan yang sah telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan 
Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yaitu : Perkawinan adalah sah, apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.  
Perkawinan sirri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yaitu : tiap-tiap perkawinan dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Siri berasal dari 
sir atau sirrun dalam bahasa Arab yang bermakna diam-diam atau rahasia. 
Perkawinan sirri adalah perkawinan antara pria da waita yang dalam 
pelaksanannya tidak dicatatkan oleh petugas pencatat akta nikah.
31
 Dalam 
                                                             
29 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 11. 
30 Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-„Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, (Malang: Cahaya 
Tauhid Press, 2013), hlm. 456. 
31 Ni‟matun Naharin dan Nur Fadhilah, “Perkawinan Di Bawah Tangan (Nikah Siri) 
Dalam Perspektif Feminis”, Jurnal Ahkam, (Tulungagung), Vol. 5, Nomor 2, 2017, hlm. 363. 
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ajaran Islam, perkawinan sirri dianggap sah selama memenuhi rukun dan 
syarat perkawinan namun dianggap melanggar aturan Pemerintah. 
Perkawinan sirri ada beberapa macam, salah satunya yaitu perkawinan 
tanpa wali. Perkawinan ini terkadang dilakukan secara rahasia, karena wali 
perempuan mungkin tidak setuju atau syarat perkawinan dianggap belum 
terpenuhi sehingga pernikahan tersebut dianggap hanya demi memuaskan 
nafsu syahwat sehingga mengindahkan ketentuan syariat-syariat. Perkawinan 
semacam ini tidak sah, sebab wali merupakan salah satu rukun sah nikah. 
Selanjutnya yaitu perkawinan yang secara agama sah namun tidak dicatatkan 
di Lembaga Negara. Perkawinan ini secara agama sah, namun dari perspektif 
hukum formal atau Undang-Undang Perkawinan tidak sah. Adapun salah satu  
fungsi dari pencatatan perkawinan pada lembaga adalah agar seseorang 
memiliki alat bukti untuk digunakan membuktikan bahwa dirinya benar telah 
melakukan perkawinan dengan orang lain.
32
 
Perkawinan sirri dalam realitas masyarakat Indonesia termasuk dalam 
kategori nikah bi ghair al bayyinah (pernikahan tanpa disertai bukti). 
Perkawinan sirri dilakukan dengan ijab qabul yang dihadiri dua mempelai, 
wali, dua saksi, dan diketahui oleh masyarakat, hanya saja tidak dilakukan 
pencatatan. Dalam perspektif fikih, nikah sirri hukumnya sah karena sudah 
memenuhi rukun dan syarat pernikahan, akan tetapi belum mendapat jaminan 
                                                             
32 Ibid., hlm. 364. 
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perlindungan hukum dari negara karena tidak adanya akta tertulis yang 
menjadi bukti legalitas formal adanya pernikahan.
33
 
Pencatatan perkawinan merupakan bukti suami dan istri telah 
melakukan perkawinan yang nantinya mereka akan memperoleh kutipan akta 
nikah agar mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Tujuannya untuk 
memberikan perlidungan hukum status anak yang dilahirkan dari perkawinan  
tersebut. anak-anak yang lahir dari hasil kawin sirri akan kesulitan jika 
berhadapan langsung dengan ranah hukum. Status anak akan dianggap tidak 
sah karena secara garis keturunan hanya akan digariskan pada ibu saja. 
Seorang anak yang demikian tidak memiliki hubungan hukum dengan sang 
ayah sehingga tidak bisa menuntut hak nafkah, biaya pendidikan ataupun 
warisan dari ayah itu. Kasus lebih rumitnya adalah sang anak juga tidak bisa 
mendapatkan akta kelahiran yang nantinya akan menjadi dokumen 
resminya.
34
 
Akta nikah selain bukti autentik suatu perkawinan, juga memiliki 
manfaat jaminan hukum apabila salah seorang suami dan istri melakukan 
tindakan yang menyimpang. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam 
menegaskan pada ayat (1) “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta 
Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.35 
                                                             
33Ibid., hlm. 367. 
34 Ibid., hlm. 371. 
35 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia ..., hlm. 99.    
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Dengan adanya kesadaran bagi orang Islam untuk mencatat 
perkawinanya kepada Pegawai Pencatat Nikah maka ikut berpartisipasi dalam 
mewujudkan ketaatannya kepada Pemerintah. Sebagaimana disebutkan dalam 
firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 59 :
36
 
لا اوُنَمآ َنْيِذَّلا اَُّيََُّآي َف ْمُكْنِِمرْمَلاْا ِلىُواَو َلْوُسَّرلا اوُع ْ يَِطاَو َوّل ِوّللا َلىِا ُهْو ُّدُر َف ٍء ْيَش ْفِ ْمُتْعَزاَن َت ْنِا
 ُنَسَْحاًوٌر ْ يَخ َكِلاَِذرِخلآْا ِمْو َيْلاَو ِوّللِاب َنْو ُنِمْؤ ُت ْمُتْنُك ْنِا ِلْوُسَّرلاَو ًلاْيِوَْأت : ءاسّنلا (٤٩ )ِ
 
Artinya : 
Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur‟an) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.  
  
Dari penjelasan surat An-Nisa ayat 59, Irawati Dassad mengatakan 
bahwa umat Islam harus tunduk kepada Allah, Rasul-Nya dan Ulil Amri. Ulil 
Amri disini adalah pemimpin negara atau pemerintah, sedangkan Undang-
Undang Perkawinan dibuat oleh pemerintah dengan wakil-wakil rakyat yang 
terdiri dari para ulama. Oleh karena itu, setiap orang harus tunduk dengan apa 
yang ditentukan oleh pemerintah. Dengan demikian, perkawinan itu adalah 
sah apabila sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat 
(1) dan ayat (2), juga Kompilasi Hukum Islam. Maka, pencatatan perkawinan 
menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan adalah suatu 
keharusan.
37
 
                                                             
36
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lentera Abadi, 
2010), hlm. 114.  
37 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, 
(Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 91.  
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Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 membahas tentang pencatatan 
perkawinan yaitu : 
(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap 
perkawinan harus dicatat. 
(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai 
Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. 
Dalam teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi 
sebagai berikut : 
(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus 
dicatat dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai 
Pencatat Nikah. 
(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah 
tidak mempunyai kekuatan hukum.
38
 
Secara administratif, perkawinan dikatakan sah jika dilakukan dengan 
mengikuti prosedur yang sesuai dengan Undang-Undang. Sebagaimana 
terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. Bab II Pencatatan Pasal 2 dikatakan bahwa : 
(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya 
menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana 
                                                             
38
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ..., hlm. 335-336.  
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dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang 
Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.  
(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya 
menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan 
oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana 
dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan 
perkawinan.  
(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi 
tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang 
berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah 
ini.
39
 
 
C. Syarat dan Rukun Perkawinan 
Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah tidaknya 
suatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. 
Misalnya : adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam 
perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah 
tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian 
pekerjaan itu. Misalnya : calon pengantin laki-laki atau perempuan harus 
beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan yang memenuhi rukun dan 
syarat.
40
 Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 untuk melaksanakan 
                                                             
39 Ibid., hlm. 34.  
40 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat ..., hlm. 45-46. 
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perkawinan harus ada :
41
 calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi 
serta ijab dan kabul. 
1. Rukun perkawinan 
Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas : 
a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. 
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah yang sah 
apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
42
 
Berdasarkan “Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 1) Wali nasab 
terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu 
didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan 
kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat 
laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan 
seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau 
saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, 
kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara 
seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-
laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki 
mereka. 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa 
orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak 
menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon 
mempelai wanita. 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat 
                                                             
41
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ..., hlm. 338. 
42 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat ..., hlm. 46. 
29 
 
 
 
kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat 
kandung dari kerabat yang seayah. 4) Apabila dalam satu kelompok, 
derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-
sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali 
nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat 
wali.
43
 
2. Syarat-syarat perkawinan  
Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dan hal tersebut 
menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut 
terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak 
dan kewajiban sebagai suami istri. Adapun syarat sah dalam sebuah 
perkawinan sebagai berikut:
44
 
1. Sebagai Calon Suami 
Sebagai seorang calon suami yang akan melangsungkan pernikahan 
harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut: 
1) Muslim 
2) Laki-laki 
3) Jelas (Secara gender) 
4) Bukan merupakan keturunan dari calon istri 
5) Tidak terpaksa menikah (atas dasar kemauannya) 
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6) Tidak sedang melaksanakan ihram haji45 
7) Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 disebutkan bahwa 
perkawinan hanya boleh dilakukan calon suami apabila telah 
mencapai umur sekurag-kurangnya 19 tahun.
46
 
2. Sebagai Calon Istri 
Bagi calon Istri yang akan melangsungkan pernikahan, harus 
memenuhi syarat berikut: 
a. Muslimah 
b. Jelas (secara gender) 
c. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 
masa „iddah atau tidak ada halangan perkawinan. 
d. Tidak ada paksaan 
e. Tidak sedang melaksanakan ihram haji47 
f. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa batas 
usia menikah pria dan wanita minimal berumur 19 tahun.   
3. Sebagai Wali  
Untuk menjadi seorang wali nikah dalam suatu pernikahan harus 
memenuhi syarat berikut: 
a. Muslim 
b. Laki-laki 
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c. Dewasa (minimal 15 tahun) 
d. Tidak gila (berakal) 
e. Adil 
f. Tidak sedang ihram haji 
Perkawinan dilangsungkan oleh wali yang harus ada hubungan nasab 
dengan calon mempelai wanita dengan calon suami. Perkawinan 
tanpa wali tidak sah.
48
 
4. Saksi 
Syarat sebagai saksi dalam sebuah pernikahan terdiri dari: 
a. Muslim 
b. Laki-laki minimal dua orang 
c. Kedua saksi tersebut dapat mendegar atau melihat dan tidak 
terganggu ingatan 
d. Dewasa 
e. Tidak gila (berakal) 
f.  Merdeka (bukan seorang budak) 
g. Menghadiri ijab kabul 
h. Tidak sedang melaksanakan ihram haji49 
5. Syarat Ijab dan Kabul 
a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 
b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai  
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c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya 
d. Antara ijab dan kabul bersambungan 
e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 
f. Orang yang terkait dalam pelaksanaan perkawinan ini tidak 
sedang melaksanakan ihram haji 
g. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal 4 orang, yaitu 
calon mempelai pria dan wanita, wali dari calon istri dan dua 
orang saksi
50
 
 
D. Kedudukan Anak yang Sah Menurut Undang-Undang Perkawinan 
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 
Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu keturunan kedua 
dari hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan.
51
 Anak merupakan 
amanah dan karunia Allah SWT dan dianggap sebagai harta kekayaan yang 
sangat berharga dibandingkan harta kekayaan benda yang lainnya. Anak 
sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam 
diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus 
dijunjung tinggi. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak 
adalah pewaris dan potret masa depan bangsa di masa datang. 
52
 
Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 
disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau 
                                                             
50 Ali Zainuddin, Hukum Perdata Islam ..., hlm. 20. 
51 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia ..., hlm. 78.  
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sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian dalam Pasal 250 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang 
dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai 
bapaknya. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah 
mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan 
melekat padanya serta berhak untuk memakai nama di belakang namanya 
untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya. 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 yaitu : anak yang sah adalah anak 
yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Ketentuan ini 
menegaskan bahwa anak yang sah sangat ditentukan oleh sah tidaknya 
perkawinan yang dilakukan ayah dan ibu yang melahirkannya. Dalam Pasal 2 
ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa 
suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya itu. Hubungan biologis yang dihalalkan 
antara seorang laki-laki dan perempuan adalah apabila didahului oleh akad 
nikah yaitu adanya ijab dan kabul yang memenuhi rukun perkawinan. Dari 
hubungan biologis yang demikian, jika terjadi kehamilan dan melahirkan 
seorang anak maka anak tersebut merupakan anak sah karena pembuahan 
(fertilisasi) dilakukan dalam perkawinan yang sah.
53
 
Menentukan nasab pada zaman modern ini dapat dibuktikan dengan 
melakukan tes DNA (Deoxyribose Nucleic Acid), kemiripan struktur bentuk 
dan fungsi fisiologi dari generasi filial dan generasi akan pemastian terhadap 
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hubungan darah antara ayah dengan anak atau ibu dengan anak. Cara 
pembuktian anak kandung dari ilmu forensik sebagai berikut : pembuktian 
melalui tipe darah, perbandingan melalui ciri wajah, pemeriksaan terhadap 
kurai atau barik-barik kulit, pemeriksaan penyakit keturunan, perbedaan 
corak, serta membuat inferensi terhadap stadium pembuahan, periode 
melahirkan dan kemampuan reproduksi. Dalam pembuktian tes DNA akurasi 
tingkat kebenaran sudah mencapai 99,9 persen, dan bisa menjadi penetapan 
bahwa seseorang memiliki hubungan dengan yang lain. Oleh karena itu, 
khususnya masalah hubungan nasab sehingga menurut pada hasil tes DNA 
dapat dijadikan sebagai cara yang mendukung seseorang dapat diakui sebagai 
nasab.
54
 
Menurut konteks pemikiran Islam, hubungan nasab dengan hubungan 
perdata berbeda. Jika hubungan nasab terjadi karena hanya anak lahir dari 
akibat perkawinan yang sah dan aspek-aspek hukum yang timbul dari 
hubungan nasab yaitu antara seorang dengan lainnya saling mewarisi, seorang 
ayah menjadi wali nikah anak perempuannya dan seorang anak dapat 
menggunakan nama ayahnya, yaitu penggunaan bin diakhir namanya. 
Sedangkan hubungan perdata hanya berkaitan dengan hal-hal seperti tugas 
mengasuh, memelihara, memberikan biaya dan nafkah hidup, merawat, 
mendidik, menciptakan kehidupan sosial yang baik dan memberikan 
kesejahteraan anak.
55
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Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap 
anaknya, yaitu kewajiban mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi 
anaknya, menumbuhkembangkannya serta mencegah terjadinya perkawinan 
pada usia anak-anak. Anak yang sah dalam Islam memiliki hak dari orang 
tuanya yaitu hak menyusu (radla‟), hak pemeliharaan (hadlanah), hak 
walayah (perwalian), hak nasab, hak nafkah dan hak waris.
56
 
 
E. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan 
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 yaitu : Anak yang lahir di luar 
perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga 
ibunya.
57
 Perkawinan yang sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya.
58
 Jika 
perkawinanya tidak sah maka anak yang dilahirkan menjadi anak luar kawin. 
Dalam Pasal 272 KUH Perdata dibedakan antara anak zina dengan 
anak luar kawin.
59
 Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari akibat 
hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, dan 
salah satu masih terikat dengan perkawinan lain. Sedangkan anak luar kawin 
adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi ia dibenihkan oleh 
seorang laki-laki yang terikat hubungan perkawinan sah dan anak tersebut 
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57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ..., hlm. 361.  
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lahir dari hubungan seksual seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya 
masih berstatus lajang, dan dilakukan atas dasar suka sama suka serta telah 
berusia lima belas tahun atau lebih. Anak luar kawin dalam (Burgerlijke 
Wetboek) dinamakan natuurlijke kind.
60
 
Dalam KUHPerdata Pasal 272, anak luar kawin dapat memperoleh 
hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya yaitu dengan cara memberi 
pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut. Sedangkan dalam KUHPerdata 
Pasal 280 menegaskan bahwa dengan pengakuan anak luar kawin, terlahirlah 
hubungan perdata antara anak tersebut dengan orang tuanya.
61
 
Hukum Islam menetapkan anak dari tiga aspek yaitu : 
1. Dalam perkawinan yang sah jika telah terjadi pembuahan di dalam rahim 
walaupun setelah suaminya meninggal dunia maka status anaknya 
menjadi anak sah. Sedangkan jika di luar perkawinan yang sah walaupun 
perkawinannya sah maka dinyatakan anak luar kawin.  
2. Anak yang lahir setelah enam bulan sehingga anaknya menjadi anak sah. 
Tetapi jika sebelum enam bulan maka anaknya sebagai anak luar kawin.  
3. Jika dalan waktu dua tahun dimulai dari orang tuanya bercerai dan suami 
tidak diketahui keberadaannya maka anaknya adalah anak sah. Tetapi jika 
anaknya dilahirkan melebihi dua tahun dari perceraian kedua orang 
tuanya maka anaknya menjadi anak luar kawin.
62
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Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat 
(1) Undang-Undang Perkawinan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, 
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan 
hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata 
mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus 
dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan 
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai 
ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, 
termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.63 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam 
korelasi tentang waris, hakim dapat menggunakan asas contralegem, asalkan 
disertai argumentasi yang dilandasi kepada suatu ketentuan hukum. Putusan 
Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dijalankan sepanjang hal-hal yang 
berhubungan dengan kepentingan anak, tetapi tidak menyangkut hal-hal yang 
berkaitan dengan nasab. Sebab dalam Mazhab Hanafiah juga dijumpai bahwa 
anak anak luar kawin berhak mendapat nafkah dari ayah biologisnya dan 
keluarga ayah biologisnya. Adapun masalah waris, oleh karena hal itu 
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menyangkut masalh yang berkaitan dengan hubungan nasab, maka anak luar 
kawin tidak dapat warisan dari ayah biologisnya.
64
 
Meskipun demikian anak luar kawin dimungkinkan mendapat bagian 
dari harta warisan ayah biologisnya melalui wasiat wajibah, bukan dengan 
melalui warisan karena dia bukan ahli waris. Terhadap hal ini, secara analogi 
dapat dikemukakan putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 dan 
putusan MARI Nomor 51 K/AG/1999, dimana dalam putusan tersebut 
Mahkamah Agung memberikan memberikan sebagian harta warisan pewaris 
kepada ahli warisnya yang non muslim, tidak melalui warisan tetapi wasiat 
wajibah. Kebijakan Mahkamah Agung tersebut dinilai progresif yang tidak 
saling menyalahi prinsip waris dalam Islam yang menyatakan bahwa orang 
muslim dan non muslim tidak saling mewarisi. Wasiat wajibah adalah 
tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim atau memberi putusan wajib 
wasiat bagi orang yang meninggal dunia, yang diberikan kepada orang 
tertentu dalam keadaan tertentu.
65
 
Ketentuan tentang perlunya akta kelahiran sebagai bukti autentik asal 
usul anak secara metodologis merupakan inovasi hukum positif terhadap 
ketentuan hukum dalam Islam. Akta kelahiran anak didasarkan atas prisip 
mashlahat mursalah, yaitu merealisasikan kemashlahatan bagi anak. Selain 
anak akan mengetahui siapa kedua orang tuanya, dan apabila suatu saat 
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65 Ibid., hlm. 88.  
39 
 
 
 
timbul permasalahan dengan adanya akta anak tersebut dapat melakukan 
upaya hukum.
66
 
Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya 
hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya.
67
 Nasab juga dipahami 
sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah 
satu akibat dari perkawinan yang sah. Ulama fikih mengatakan bahwa nasab 
merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan 
rumah tangga yang bisa mengikat antarpribadi berdasarkan kesatuan darah. 
Oleh karena itu, asal usul yang menyangkut keturunannya sangat penting 
untuk menempuh kehidupannya dalam masyarakat.
68
 
 
F. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 46/PUU-VIII/2010 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjawab 
perkara permohonan uji materiil Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 
1974 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar 
Ibrahim yang meminta agar anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan bin 
Moerdiono mendapatkan pengesahan dan mendapatkan haknya dari ayah 
kandungnya. Dalam Putusan ini, perkawinan yang dilakukan oleh mereka 
adalah sah dan sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan 
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Islam tetapi dalam pandangan Islam hal yang berbeda dengan ketentuan dalam 
Undang-Undang Perkawinan yakni menyangkut seorang wanita yang hamil 
dan tidak terikat dalam perkawinan maka nasab anaknya adalah dengan ibu 
dan keluarga ibunya. Perkawinan yang dilakukan Machica Mochtar dan Drs. 
Moerdiono telah sesuai dengan rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh 
Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 2 ayat (2). Norma hukum 
yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai 
dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut 
norma hukum. 
Sejak Iahirnya anak tersebut telah mendapatkan perlakuan 
diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal usulnya dengan hanya 
mencantumkan nama ibunya dalam Akta Kelahirannya dan negara telah 
menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang 
karena dengan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya 
menyebabkan suami dari pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk 
memelihara, mengasuh dan membiayai anaknya. Anak tersebut adalah anak 
yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum.
69
 Di 
dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 
menyatakan bahwa :  
1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian 
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2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang 
menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 
mempunyai hubungan perdata denganibunya dan keluarga ibunya”, 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata 
dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai 
hubungan darah sebagai ayahnya; 
3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang 
menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 
mempunyai hubungan perdata denganibunya dan keluarga ibunya”, tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan 
hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum 
ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat 
tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta 
dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum 
42 
 
 
 
mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan 
keluarga ayahnya”; 
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya;
70
 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 
memberikan solusi bagi permasalahan status anak luar kawin. Dalam putusan 
tersebut dapat membawa implikasi hukum yang luas dalam peraturan 
perundangan konvensional dan pemikiran konservatif.
71
 Akibat hukum timbul 
hubungan nasab anak luar kawin dengan ayah biologisnya dengan melakukan 
pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau tes DNA.  Adanya 
hak dan kewajiban anak luar kawin dari ayah biologisnya yaitu dalam bentuk 
hak nafkah.
72
 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang 
bunyinya : setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Pada Pasal tersebut, menjelaskan bentuk keadilan terhadap siapapun warga 
negara Indonesia. Dan juga berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 
28D ayat (1) yaitu : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
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2016, hlm. 126. 
72 Ibid., hlm. 135.  
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hadapan hukum. Kedua pasal tersebut digunakan dalam alasan permohonan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 mengenai anak 
yang dilahirkan di luar kawin. 
Tentang kedudukan DNA dalam pandangan hukum Islam menjadikan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia. Zaman sekarang, 
saat orang tidak mengetahui hubungan nasab antara dua orang berdasarkan 
ciri-ciri jasmaniahnya, maka barang buktinya berdasarkan hasil pemeriksaan 
golongan darah atau hasil pemeriksaan DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) dapat 
digunakan. Maka dari itu, kedudukan tes DNA dalam konteks hukum Islam 
perludilihat dari tujuannya, karena tes DNA juga tidak terlepas dari maqâsiḍ 
asy-Syarî‟ah yakni memberikan manfaat sekaligus menjaga keberadaan 
manusia dalam sifat kebutuhan ḍaruriyyat dan apabila tujuan tes DNA 
tersebut melenceng dari ketentuan hukum Islam, maka eksistensinya 
dilarang.
73
 
 
  
                                                             
73 Iftitah Utami, Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid dalam Menentukan Nasab, Jurnal 
Studi Islam, (Palembang) Vol.  14, Nomor 2, 2016, hlm. 152. 
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BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
 
A. Profil Pengadilan Agama Karanganyar 
Pengadilan Agama Karanganyar dibentuk berdasarkan pada 
Keputusan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 1963 dan berlaku efektif 
menjalankan tugas sejak dilantiknya Ketua Pengadilan Agama Karanganyar 
yang pertama pada tanggal 7 Maret 1964.
74
 
Mengenai gedung perkantorannya tadinya berpindah dari satu tempat 
ke tempat lain secara kontrak, yang terakhir di Jalan Lawu Timur Nomor 137 
KM 16,6 Rt.03/13 Tegalwinangun Kelurahan Tegalgede Kecamatan 
Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Sedangkan luas tanah 892 m2 dengan 
Nomor Sertifikat 4415382 tanggal 4 Nopember 1980. Untuk gedungnya luas 
bangunan 600 m2, dibangun dengan DIP tahun 1979/1980 dan DIP tahun 
1983/1984.
75
 
Mengenai batas wilayah Pengadilan Agama Karanganyar, sesuai 
dengan wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu :
76
 
1. Sebelah Timur    : Propinsi Jawa Timur 
2. Sebelah Utara    : Kabupaten Sragen 
3. Sebelah Barat    : Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali 
4. Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri 
                                                             
74 Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Karanganyar, Online, http://pa-
karanganyar.go.id/alur-pelayanan-informasi/ diakses 10 Oktober 2019, jam 21. 55 WIB. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
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Kabupaten Karanganyar mewilayahi 17 Kecamatan yang terdiri dari 
15 Kelurahan dan 162 Desa. Sedang tentang kepemimpinan Pengadilan 
Agama Karanganyar, sejak berdiri sampai sekarang. dasar bekerjanya : 
Sebelum tahun 1989 adalah Stbl. Nomor 152 tahun 1882. Sesudahnya, sejak 
tanggal 29 Desember 1989 berlaku undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama.  
Mengenai perkara asal usul anak yang diterima di Pengadilan Agama 
Karanganyar dari tahun 2015 hingga 2019 sebagai berikut :
77
 
1. Tahun 2015 tidak ada perkara penetapan tentang anak biologis yang 
diterima. 
2. Tahun 2016 ada 2 perkara yaitu : 
a. Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 
142/Pdt.P/2016/PA.Kra. tentang anak biologis.   
b. Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 
064/Pdt.P/2016/PA.Kra. tentang anak biologis.  
3. Tahun 2017 tidak ada perkara penetapan anak biologis yang diterima. 
4. Tahun 2018 ada 2 perkara yaitu : 
a. Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 
158/Pdt.P/2018/PA.Kra.tentang anak biologis.  
b. Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 
170/Pdt.P/2018/PA.Kra.tentang anak biologis. 
 
                                                             
77 Anang Bakti Rahmani, S.H., S.HI., Panmud Hukum Pengadilan Agama Karanganyar, 
Wawancara Pribadi, 17 Oktober 2019, jam 13.30 WIB. 
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5. Tahun 2019 ada 2 perkara yaitu : 
a. Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 
030/Pdt.P/2019/PA.Kra. tentang anak biologis. 
b. Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 
163/Pdt.P/2019/PA.Kra. baru saja mendaftar perkara pada tanggal 17 
Oktober 2019. 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 
Peradilan Agama pasal 49 yaitu Pengadilan agama bertugas dan berwenang 
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara 
orang-orang yang beragama Islam di bidang : 
a. Perkawinan; 
b. Waris; 
c. Wasiat; 
d. Hibah; 
e. Wakaf; 
f. Zakat; 
g. Infaq; 
h. Shadaqah; dan 
i. Ekonomi syari‟ah. 
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B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 
107/Pdt.P/2018/PA.Kra.  
Dalam perkara Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Kra. membahas mengenai 
permohonan penetapan anak di luar perkawinan yang sah, perkara ini 
diajukan oleh para pemohon yang berguna untuk mencantumkan nama ayah 
kandungnya pada kutipan akta kelahiran anak tersebut. Akta kelahiran 
merupakan identitas keabsahan status anak yang berguna menunjukkan 
hubungan perdata anak dengan orang tuanya. Manfaat akta kelahiran antara 
lain sebagai wujud pengakuan kewarganegaraan seseorang, syarat pembuatan 
Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, ijazah sekolah, pelaksanaan 
perkawinan dan lain sebagainya. Permohonan ini dilakukan oleh pemohon I 
yang berumur 35 tahun, beragama Islam dan tinggal di Karanganyar. 
Sedangkan pemohon II berumur 44 tahun, beragama Islam dan tinggal di 
Karanganyar. 
Penetapan perkara ini terdaftar pada tanggal 07 Agustus 2018 dalam 
register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dalam 
perkara Nomor 107/Pd.P/2018/PA.Kra. , tanggal 08 Agustus 2018 
mengemukakan hal-hal di dalam persidangan sebagai berikut : 
1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2006, para pemohon telah 
melangsungkan perkawinan sirri.  
2. Bahwa pada tanggal  28 September 200, mereka telah dikaruniai anak 
perempuan NNR.  
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3. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2011, para pemohon menikah resmi di 
Kantor Urusan Agama Mertoyudan Kabupaten Magelang dengan wali 
nikah N, dihadiri oleh dua orang saksi yaitu SR dan R, dan dengan mas 
kawin berupa seperangkat alat sholat. 
4. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2011 akta kelahiran anak para 
pemohon yang bernama NNR telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tetapi hanya 
mencantmkan nama ibunya sebagai orang tua kandungnya. 
5. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan Agama 
guna sebagai dasar untuk mencantumkan nama ayah kandung dari anak 
tersebut dalam akta kelahirannya. 
Berdasarkan hal-hal tersebut, para pemohon mohon agar Ketua 
Pengadilan Agama Karanganyar memeriksa dan mengadili perkara ini 
kemudian menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut : 
Primer :  
1. Mengabulkan permohonan para pemohon . 
2. Menetapkan anak perempuan NNR yang lahir pada tanggal 28 September 
2008 adalah anak sah dari para pemohon. 
3. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon. 
Subsider : 
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. 
Bahwa untuk dapat menguatkan dalil permohonannya, para pemohon 
menyampaikan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yaitu : 
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1. Bukti surat : foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I, foto 
copy Kartu Tanda Penduduk pemohon II, foto copy Akta Nikah para 
pemohon, foto copy Kartu Keluarga para pemohon, foto copy Akta Cerai 
pemohon I, foto copy Akta Cerai pemohon II, foto copy Akta Kelahiran 
anak NNR. 
2. Bukti saksi : 
a. S sebagai keponakan adik iparnya. 
b. S sebagai adik kandung pemohon I. 
Para saksi menerangkan bahwa mereka kenal dengan para pemohon 
karena masih ada hubungan kekerabatan dan mengetahui bahwa para 
pemohon telah menikah siri setelah itu mereka mempunyai anak 
perempuan NNR kemudian para pemohon menikah resmi di Kantor 
Urusan Agama. Saksi juga menerangkan dalam permohonan penetapan 
tersebut bahwa ayah tersebut benar-benar ayah kandung dari anak NNR. 
Berdasarkan keterangan saksi tersebut menyatakan bahwa para 
pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah 
memberikan keterangan agar anak tersebut dikatakan sebagai anak sah 
untuk kemudian menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam 
mempertimbangkan perkara tersebut seadil-adilnya. 
 
C. Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 
107/Pdt.P/2018/PA.Kra. 
Berdasarkan data penelitian dari penetapan Nomor 
107/Pdt.P/2018/PA.Kra. tentang anak biologis Majelis Hakim Pengadilan 
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Agama Karanganyar mengemukakan bahwa para pemohon pernah menikah 
siri yang tidak sah kemudian lahir anak mereka. Pada tanggal 09 Agustus 
2011 mereka lalu menikah resmi. Oleh karena perkawinannya tidak sah maka 
anak tersebut menjadi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.  
Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 Pasal 42 bahwa anak yang sah 
adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang 
sah.
78
 Guna memperoleh kepastian hukum agar anak tersebut dikatakan anak 
sah dari ayah kandungnya maka para pemohon meminta kepada Majelis 
Hakim untuk mengadili perkara ini. Pembuktian dalam perkara ini yaitu bukti 
surat maupun bukti saksi dalam persidangan tersebut. 
Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menetapkan 
anak tersebut, terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan 
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi bentuk permasalahan 
yang terdapat pada perkara ini yaitu :  
Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 2 bahwa perkawinan 
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaan itu. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yaitu untuk 
melakukan perkawinan harus ada calon suami istri, wali nikah, dua orang 
saksi dan ijab qabul. 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 wali nikah dalam  perkawinan 
merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang 
                                                             
78 Pertimbangan Majelis Hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 
107/Pdt.P/2018/PA.Kra.  
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bertindak untuk menikahkannya. Dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum 
Islam pasal 20 : 
(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi 
syarat hukum Islam yakni muslim dan baligh. 
(2) Wali nikah terdiri dari : 
a. Wali nasab; 
b. Wali hakim. 
Pelanggaran hukum dalam perkawinan siri yang lain saksi nikahnya 
adalah salah satunya perempuan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 24 
menyebutkan bahwa : 
(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. 
(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 25 yaitu : yang dapat ditunjuk menjadi 
saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim,adil, aqil baligh, tidak 
terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. 
Berdasarkan keterangan para pemohon dan dari beberapa bukti surat 
dan bukti saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan 
yaitu : para pemohon telah melakukan perkawinan yang tidak sah pada 
tanggal 20 Agustus  2006 dan mereka telah melakukan hubungan luar nikah 
yang berakibat lahirnya anak NNR pada tanggal 28 September 2006.  
Pertimbangan hakim lainnya berdasarkan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, maka Pasal 
43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak yang 
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dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 
dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat 
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti 
lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata 
dengan keluarga ayahnya; 
Maka, Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor 
107/Pdt.P/2018/PA.Kra. menetapkan hal-hal sebagai berikut :
79
 
1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II 
2. Menetapkan anak yang bernama NNR yang lahir tanggal 28 September 
2008 adalah anak biologis pemohon I dan pemohon II 
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya 
perkara ini sebesar Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu 
rupiah). 
Kesimpulan dari penetapan Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Kra. tentang anak 
biologis yaitu pada posita permohonannya meminta anak tersebut menjadi 
anak sah tetapi Majelis Hakim menolak karena dalam pertimbangannya dari 
perkara tersebut suami dan istri tersebut melanggar dari ketentuan syarat dan 
rukun perkawinan sehingga dikabulkan sebagai anak biologis.  
 
  
                                                             
79 Amar Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Kra. 
tanggal 20 September 2018. 
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BAB IV 
ANALISIS 
 
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Pengadilan Agama 
Karanganyar Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Kra. Tentang Anak Biologis 
Seorang anak yang lahir akan menyandang status hukum yang 
berkaitan dengan status perkawinan orang tuanya. Sebagaimana yang telah 
dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa penetapan Pengadilan Agama 
Karanganyar Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Kra. adalah perkara yang membahas 
anak biologis dari kedua orang tuanya. Anak biologis menurut Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai perkara 
permohonan yang diajukan oleh Machica Mochtar yaitu menyatakan bahwa 
anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak 
dicatatkan, anak tersebut mempunyai hubungan perdata dan hubungan darah 
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya 
melalui pembuktian tes DNA. Maka dengan demikian, pemenuhan hak anak 
tersebut tetap menjadi kewajiban kedua orang tua terhadap anaknya. 
Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 
107/Pdt.P/2018.PA.Kra. di dalam perkara tersebut menjelaskan bahwa para 
pemohon meminta agar anak tersebut dinyatakan sebagai anak sah agar dalam 
akta kelahiran anaknya tercantum nama ayahnya. Agar lebih mudah 
memahami dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam 
53 
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menetapkan anak tersebut, maka penulis akan menjelaskan secara lebih rinci 
sebagai berikut :  
1. Perkawinan sirri yang tidak memenuhi syarat dan rukun. 
Perkawinan sirri yang dilakukan oleh mereka tidak menggunakan 
wali nikah yang sah karena tidak ada hubungan nasab, salah satu saksi 
nikahnya ialah perempuan dan suaminya tidak izin dengan istri 
sebelumnya, maka Majelis Hakim menolak sebagai anak sah tetapi 
mengabulkan permohonan tersebut sebagai  anak biologis. Anak biologis 
dinisbatkan kepada ibunya saja. Akta kelahiranya hanya mencantumkan 
ibunya saja (misalnya NNR binti SN). Status anak biologis berbeda 
dengan anak sah. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 menjelaskan 
bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai 
akibat dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah ialah perkawinan 
yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan 
kepecayaannya serta memenuhi syarat dan rukunnya. Anak sah 
mendapatkan warisan dan hak nafkah dari kedua orang tuanya. Jika anak 
biologis tentu saja tidak menjadi ahli waris dan tidak mendapat warisan 
dari ayahnya. Anak biologis tetap mendapatkan bagian tetapi sebagai 
wasiat wajibah. Status anak tersebut ketika mendapat harta orang tuanya 
bukan harta warisan melainkan wasiat wajibah, hal ini hanya menjadi 
akibat dari tidak mendapatkan waris. Ketentuan nafkah oleh Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 diwajibkan kepada ayah 
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biologisnya untuk memberi nafkah selama sebelum dewasa atau sebelum 
bisa hidup mandiri kurang lebih umur 21 tahun.
80
 
2. Poligami tidak sah. 
Kata “poligami” berasal dari bahsa Yunani, “polus” yang artinya 
banyak dan “gamein” yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin 
banyak atau suami beristri banyak. Menurut hukum Islam, poligami 
ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Poligami 
hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang berbuat adil terhadap istri-
istrinya.
81
 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3, 
Pasal 4, Pasal 5 menjelaskan tentang peraturan poligami yang sesuai 
hukum Islam. Dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa persetujuan izin 
poligami menjadikan syarat agar suami memiliki rasa tanggung jawab dan 
memberikan kasih sayang yang sama dengan istri-istri lainnya. Dalam 
perkara permohonan pengesahan anak biologis di Pengadilan Agama 
Karanganyar Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Kra. poligami yang dilakukan 
oleh suaminya tidak izin dengan istri pertamanya berseberangan dengan 
ketentuan pasal-pasal yang ada didalam Undang-Undang Perkawinan 
maka adanya faktor suami hendak memiliki istri lebih dari satu harus izin 
di depan Pengadilan Agama.  
                                                             
80 Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum, Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, 
Wawancara Pribadi, 17 Oktober 209, jam 14.00. 
81 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Islam dan 
Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/97 tentang Poligami dan 
Problematikanya) (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 37-38. 
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Perkara yang diperiksa dibagi menjadi dua menurut hukum acara 
perdata yakni : 
a. Perkara volunter 
b. Perkara kontentiosa 
Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 
107/Pdt.P/2018/PA.Kra. tentang anak biologis merupakan perkara volunter 
yang umumnya perkara tersebut terdapat suatu permohonan. Permohonan 
tersebut tidak bersengketa dengan siapapun, maka perkara tersebut 
sifatnya ex parte. Contohnya, semua ahli waris dan seorang pewaris secara 
bersama-sama mengajukan perkara di Pengadilan agar mendapatkan suatu 
penetapan mengenai bagian masing-masing dari harta warisan pewaris hal 
tersebut menurut Pasal 363 HIR sehingga hakim hanya menjadi sumber 
tata usaha negara di bagian hukum. Hakim dalam menyatakan suatu 
penetapan atau putusan declaratoir, suatu putusan yang menerangkan saja 
dan tidak memutuskan perselisihan dalam gugatan.82 
Dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama pada pokoknya 
adalah memeriksa dan memutus sengketa antara orang-orang yang 
beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang harus 
diputus berdasarkan syari'at Islam. Jadi yustisiabelnya terbatas pada orang-
                                                             
82 Bambang Sugeng dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh 
Dokumen Litigasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 17.  
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orang yang beragama Islam.
83
 Sehingga penulis akan menganalisis perkara 
yang ada di Pengadilan Agama Karanganyar. 
 
B. Pembuktian Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 
107/Pdt.P/2018/PA.Kra.  
Menurut KUHS Pasal 1865 dan R.I.B. Pasal 163, bahwa barang siapa 
yang menyatakan mempunyai hak, atau menyebutkan sesuatu orang lain yang 
dikemukakan orang itu, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau 
adanya peristiwa tersebut.
84
 Alasan hakim tidak menggunakan tes DNA : 
1. Karena Majelis Hakim sudah meyakini bahwa anak tersebut adalah anak 
berdasarkan pengakuan pemohon dan termohon. 
Di dalam Pasal 100 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 ditetapkan 
beberapa alat bukti yaitu :  
a. Surat atau tulisan; 
b. Keterangan ahli; 
c. Keterangan saksi; 
d. Pengakuan para pihak; 
e. Pengetahuan hakim; 
Surat bukti surat atau tulisan itu terdiri dari : 
a. Akta autentik 
b. Akta di bawah tangan  
                                                             
83 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 
2005), hlm. 146.  
84 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1986), hlm. 333. 
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c. Surat-surat lain yang bukan akta 
Makna dari keterangan ahli merupakan gagasan atau pendapat 
seseorang yang menyampaikan dengan menggunakan sumpah di dalam 
persidangan mengenai sesuatu yang ia ketahui berdasarkan apa yang 
diketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya (pasal 102 ayat (1)). 
Hal ini, ditegaskan kembali dalam pasal 103ayat (2) yang menyatakan 
bahwa “seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik 
dengan surat maupun dengan lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau 
janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya”. 
Yang dimaksud keterangan saksi dalam pasal 104 berkaitan dengan hal 
yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri.  
Dalam alat bukti pengakuan para pihak merupakan pengakuan 
berdasarkan beberapa orang yang disampaikan saat waktu pemeriksaan di 
dalam persidangan di Pengadilan. Pengakuan tersebut melibatkan 
keterangan sepihak yang berdasarkan kejadian, hak atau hubungan hukum 
yang disampaikan dari pihak lawan.  
Sedangkan alat bukti pengetahuan hakim sesuai dengan Pasal 106 
mengenai sesuatu yang dipahami berdasarkan fakta yang terjadi. Misalnya, 
hal yang terjadi pemeriksaan dari hakim di Pengadilan tersebut adalah 
hasil pemeriksaan setempat.
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2. Hakim berpedoman untuk menyelesaikan perkara dengan asas sederhana, 
cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas yang 
digunakan hakim dalam persidangan dan ini menjadi asas yang penting 
dilaksanakan yang tercantum dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman.  
Dalam perkara perdata harus mengedepankan asas sederhana. 
Contoh : menggunakan surat yang sederhana namun jelas langsung to the 
point. Pengertian dari asas sederhana adalah acara yang jelas dan tidak 
rumit. Semakin berkurang formalitas yang diharuskan dalam berperkara 
di dalam Pengadilan, semakin baik pula sistem yang dilakukan saat 
persidangan.  
Makna dalam cepat merujuk terhadap jalannya di dalam 
persidangan tersebut. Banyaknya formalitas menjadikan hambatan dalam 
berlangsungnya peradilan di Pengadilan Agama. Di dalam hal ini tidak 
hanya jalannya peradilan tetapi juga penyelesaian daripada berita acara 
pemeriksaan di persidangan hingga penanda tanganan putusan dari hakim 
dan pelaksanaannya. Terkadang dalam perkara ada pula yang tertunda 
hingga bertahun-tahun yang disebabkan saksi dipersidangan atau para 
pihak yang bersangkutan tidak menghadiri atau menunda jalnnya 
persidangan. Adapun yang sampai kepada para ahli warisnya sehingga 
cepatnya persidangan tersebut berpengaruh kepada peningkatan pengaruh 
60 
 
 
 
positif atau kewibawaan Pengadilan dan meningkatkan kepercayaan 
masyarakat terhadap Pengadilan tersebut.  
Biaya ringan. Contoh : perceraian satu kabupaten biayanya Rp. 
180.000,00 atau bisa juga berperkara gratis/prodeo. Ditentukan biaya 
ringan di persidangan bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat 
yang berperkara di Pengadilan Agama. Biaya berperkara yang mahal 
umumnya mengakibatkan pihak yang berkepentingan tidak ingin 
mengajukan setiap perkara ke Pengadilan.
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Hakim Pengadilan Agama Karanganyar menetapkan anak yang 
lahir di luar perkawinan yang sah adalah anak biologis dari kedua orang 
tuanya. Dalam pertimbangannya dianggap telah sesuai hukum Islam dan 
hukum positif karena penetapan tersebut adalah kebijakan hakim 
menyelesaikan suatu perkara untuk kemashlahatan anak tersebut. Upaya 
perlindungan anak dalam mewujudkan kesejahteraan dengan memberikan 
jaminan pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa 
diskriminatif dapat terwujud. Tetapi dalam pelaksanaan pembuktian di 
persidangan tidak melakukan tes DNA. Tes DNA adalah sarana 
identifikasi seseorang yang terpercaya, karena dari situlah seseorang 
memiliki keunikan dalam menentukan karakteristik fisik dan sifat yang 
diturunkan oleh kedua orang tuanya. Jika ingin melakukan tes DNA 
biayanya berbeda-beda pada setiap laboratorium maupun rumah sakit 
yang dipilih, tergantung pada jenis dan tujuan tes DNA yang dilakukan. 
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Kisaran harga 8 hingga belasan juta rupiah. Maka Hakim menggunakan 
asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan data di atas, penulis dapat menyimpulkan dua kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Pertimbangan Hakim dalam perkara penetapan Pengadilan Agama 
Karanganyar Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Kra. yaitu perkawinan sirrinya 
dinyatakan tidak sah karena tidak menggunakan wali nasab dan salah satu 
saksi dalam perkawinannya perempuan. Oleh karena itu, mereka telah 
melanggar peraturan perkawinan dalam hukum Islam sehingga tidak 
terpenuhi syarat dan rukunnya. Selain itu, poligami yang dilakukan suami 
tersebut tidak izin istri pertama, maka hal ini tidak sesuai aturan seperti 
yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 3, Pasal 4, dan 
Pasal 5 yang membahas tentang ketentuan poligami yang ada di 
Indonesia. Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut menolak 
permohonan sebagai anak sah melainkan dikabulkan sebagai anak 
biologis dari kedua orang tuanya. 
2. Dalam menetapkan permohonan anak tersebut tidak menggunakan alat 
bukti tes DNA dikarenakan Majelis Hakim telah meyakini bahwa 
berdasarkan pengakuan pemohon dan termohon anak tersebut benar 
merupakan anak mereka. Selain itu, sebagaimana Peraturan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi 
Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik bahwa berdasarkan ketentuan 
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Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tetang 
Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan 
sederhana, cepat dan biaya ringan, untuk mewujudkan hal tersebut perlu 
dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam 
proses penyelenggaraan peradilan. Dalam pembuktian menggunakan tes 
DNA memerlukan biaya yang tidaklah murah. Jadi, Majelis Hakim tidak 
melaksanakan adanya tes DNA tetapi hanya menggunakan ketentuan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 saja.   
 
B. Saran-saran 
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka penulis dapat diberikan 
saran sebagai berikut : 
1. Bagi masyarakat yang hendak melaksanakan perkawinan harus 
berdasarkan rukun dan syarat perkawinan dalam aturan Islam agar 
perkawinan dapat dikatakan sah dan mengikuti prosedur yang ada di 
Indonesia yakni dicatatkan perkawinannya untuk mendapatkan kepastian 
hukum dalam kehidupan berumah tangga.  
2. Penulis berharap kepada pemerintah untuk menyelenggarakan penyuluhan 
tentang aturan hukum dalam perkawinan dan berharap kepada perguruan 
tinggi untuk memberikan pendidikan ilmu pengetahuan dalam 
memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
Pedoman wawancara dengan Hakim : 
1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam penetapan tentang anak 
biologis di Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Kra. ? 
2. Bagaimana ketentuan hak nafkah anak biologis sesuai dengan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?  
3. Mengapa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini tidak 
menggunakan bukti tes DNA yang sesuai dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ? 
4. Bagaimana alur kronologis terjadinya poligami dalam perkara penetapan 
Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Kra. ? 
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Wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar 
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P E N E T A P A N 
Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Kra. 
 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 
Pengadilan Agama  Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu 
pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “
asal usul anak” yang diajukan oleh : ------------------------------------------------------------------------ 
HM, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Graha Jati 
Indah Blok C.3 RT.001 RW.009 Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten 
Karanganyar, sebagai Pemohon I; 
 SN, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Graha Jati 
Indah Blok C.3 RT.001 RW.009 Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, sebagai 
Pemohon II; 
Pengadilan Agama tersebut; ---------------------------------------------------------------------------- 
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; ------------------------------- 
Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan kedua orang saksinya di persidangan;  
DUDUK PERKARA 
Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2018 yang telah 
terdaftar dalam Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar di bawah 
Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Kra., tanggal 08 Agustus 2018, mengemukakan hal-hal dengan 
beberapa perubahan di persidangan sebagai berikut: ------------------------------------------------------- 
1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan yang 
sah menurut agama Islam (sirri) pada tanggal 20 Agustus 2006, namun pernikahan tersebut 
belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama; 
2. Bahwa setelah menikah sirri Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami 
istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama NNR, yang lahir tanggal 28 
September 2008; 
3. Bahwa kemudian pada tanggal 09 Agustus 2011 Para Pemohon menikah secara resmi 
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mertoyudan Kabupaten Magelang 
yang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 538/07/VIII/2011 tanggal 09 
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Agustus 2011, dengan wali nikah bernama: N, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu SR dan 
R dan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat; 
4. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang bernama NNR  telah dikeluarkan kutipan akta 
kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Karanganyar dengan Nomor 12101/TP/2011 tanggal 31 Desember 2011,namun oleh karena 
anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan maka 
dalam akta kelahiran anak tersebut hanya mencantumkan nama Pemohon II sebagai orang tua 
kandungnya; 
5. Bahwa sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 
Februari 2012, maka Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dapat dikatakan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai 
ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat 
bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan 
keluarga ayahnya”; 
6. Bahwa Para Pemohon tidak keberatan untuk dicantumkan nama Pemohon I sebagai ayah 
kandung dan atau ayah biologis dari anak bernama: NNR, yang lahir tanggal 28 September 
2008, dan karena Pemohon I adalah benar-benar ayah kandung anak tersebut; 
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat  membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal 
usul anak tersebut guna sebagai dasar untuk mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayah 
kandung dari NNR pada kutipan akta kelahiran dan Para Pemohon sanggup mengajukan bukti-
bukti tentang asal-usul anak tersebut; 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama 
Karanganyar cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya 
menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut: 
Primer: 
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; 
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama “NNR”, tanggal lahir 28 September 2008, 
adalah anak sah dari Pemohon I (HM) dan Pemohon II (SN);  
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon; 
Subsider:  
- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya; 
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Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, ternyata Para Pemohon datang 
sendiri menghadap di muka persidangan,  
Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mempertimbangkan 
kembali permohonannya tersebut, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan 
Para Pemohon yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon; ---------------- 
Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan 
telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut  : ------------------------------------------------------------ 
A. Bukti Surat : ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 331315307830001 tanggal 
26 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Karanganyar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah 
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; 
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 3308106202740001 
tanggal 26 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup 
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi 
tanda P.2; 
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : 538/07/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang 
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, 
bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang 
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3; 
4. Foto copy Kartu Keluarga nomor: 3313112502160005 tanggal 26 Februari 2016, yang 
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, 
bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang 
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4; 
5. Foto copy Akta Cerai nomor : 0633/AC/2011/PA.Kra tanggal 4 Juli 2011, yang 
dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar, bukti surat tersebut telah 
diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh 
Ketua Majelis diberi tanda P.5; 
6.  Foto copy Akta Cerai nomor : 590/AC/2002/PA.Mr tanggal 31 Mei 2002, yang 
dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, bukti surat tersebut telah diberi 
mateai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua 
Majelis diberi tanda P.6; 
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7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NNR, Nomor: 12101/TP/2011 tanggal 31 
Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Karanganyar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah 
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;  
Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Para Pemohon telah menghadirkan saksi-
saksi sebagai berikut :- 
B. Bukti Saksi : ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
c. S, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Gulungan 
RT.01 RW.02, Desa Kaliboto, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, di 
bawah sumpah di depan sidang memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip 
sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa, saksi  kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai keponakan 
adik iparnya; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam (sirri) pada 
tahun 2006; 
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahannya pada tanggal 09 
Agustus 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten 
Magelang; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa, sebelum mencatatkan pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah 
mempunyai anak yang bernama NNR hasil dari pernikahan sirri;  
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak 
yang bernama NNR lahir tanggal 28 September 2008; -------------------------------------- 
- Bahwa, wali nikahnya adalah N;----------------------------------------------------------------- 
- Bahwa, saksi nikahnya adalah SR dan R; ------------------------------------------------------ 
- Bahwa, mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat; 
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara sebagai dasar Pemohon I 
adalah benar-benar ayah kandung dari NNR; 
- Bahwa, perilaku Pemohon I dan Pemohon II di lingkungan sangat baik, taat beribadah 
dan orang yang bertanggung jawab; 
d. S, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di 
Gulunan RT.001 RW.002, Desa Kaliboto, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten 
Karanganyar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang 
pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut : --------------------------------------------------------- 
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- Bahwa, saksi-saksi  kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai adik 
kandung Pemohon I; ------------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam (sirri) pada 
tahun 2006; 
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahannya pada tanggal 09 
Agustus 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten 
Magelang; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Bahwa, sebelum mencatatkan pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah 
mempunyai anak yang bernama  hasil dari pernikahan sirri;  
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak 
yang bernama NNR lahir tanggal 28 September 2008; -------------------------------------- 
- Bahwa, wali nikahnya adalah N;----------------------------------------------------------------- 
- Bahwa, saksi nikahnya adalah SR dan R; ------------------------------------------------------ 
- Bahwa, mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat; 
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara sebagai dasar Pemohon I 
adalah benar-benar ayah kandung dari NNR; 
- Bahwa, perilaku Pemohon I dan Pemohon II di lingkungan sangat baik, taat beribadah 
dan orang yang bertanggung jawab; 
Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi 
dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan 
semula agar menetapkan anak Para Pemohon sebagai anak sah dan mohon dikabulkan; ------------ 
Bahwa, semua apa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang 
dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam 
berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; ---------- 
PERTIMBANGAN HUKUM 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana 
tersebut di atas; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan asal usul anak 
dengan menetapkan anak perempuan yang bernama NNR yang lahir pada tanggal 28 September 
2008, sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II; ------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang 
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sah. Berdasarkan norma tersebut bahwa perkara permohonan asal usul anak yang diajukan Para 
Pemohon berkaitan dengan erat keabsahan perkawinan Para Pemohon; -------------------------------- 
Menimbang, berdasarkan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa 
perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu. Berdasarkan norma tersebut maka sahnya suatu perkawinan diatur menurut 
hukum agama Islam. Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perkawinan 
harus ada calon suami istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul; 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tentang 
keabsahan perkawinan Para Pemohon sesuai hukum Islam, Para Pemohon telah mengajukan alat 
bukti P.1 s/d P.7 dan saksi saksi di persidangan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 Para Pemohon saat mengajukan 
permohonan berdomisili di Kabupaten Karanganyar dalam  wilayah hukum Pengadilan Agama 
Karanganyar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, Pengadilan Agama Karanganyar  berwenang untuk memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan permohonan yang diajukan Para Pemohon; 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang isi bukti tersebut menjelaskan tentang 
pencatatan pernikahan sirri Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, 
serta mempunyai kekuatan pembuktian, bahwa Para Pemohon mempunyai legal standing untuk 
mengajukan permohonan penetapan asal usul anak  dan bukti tersebut dapat dipertimbangkan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa akta cerai yang menerangkan status Para 
Pemohon adalah duda dan janda cerai. Bukti P.5 berupa akta cerai yang dikeluarkan pada tanggal 
04 Juli 2011 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 
1351/Pdt.G/2010/PA.Kra tanggal 01 Juni 2011, terjadi perceraian antara S dan HM (Pemohon I). 
Bukti ini menunjukkan pada tahun 2011 Pemohon I belum bercerai dengan S, sehingga Pemohon 
I masih terikat dengan perkawinan wanita lain, tidak juga dalam status poligami yang sah. 
Berdasarkan Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa seorang yang masih 
terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada 
Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini. Majelis menilai ketika dilakukan perkawinan siri 
pada tanggal 20 Agustus 2006, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain tidak 
pula melakukan ijin poligami, sehingga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 
perkawinan yang tidak sah; 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, pada tanggal 31 Mei 2002 berdasarkan Putusan 
Pengadilan Agama Mojokerto tangal 30 April 2002 Pemohon II telah bercerai dengan suami 
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Pemohon II. Berdasarkan bukti ini Pemohon II berstatus janda dan sudah menjalani masa iddah, 
sehingga Pemohon II dapat melangsungkan perkawinan dengan siapa pun termasuk dengan 
Pemohon I; 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 tersebut diatas, Majelis menilai 
perkawinan para pemohon yang mana status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita 
lain, tidak pula melakukan ijin poligami, maka perkawinan para pemohon adalah perkawinan 
yang tidak sah sebagaimana ketentuan Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 
Menimbang, bukti P.3, yang dikuatkan keterangan saksi-saksi, yang isi bukti tersebut 
menjelaskan tentang pencatatan pernikahan sirri para pemohon, secara materiil perlu dinilai, 
apakah perkawinan para pemohon sah atau tidak. Berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-
saksi bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon dilakukan dengan wali nikah adalah 
N.  Berdasarkan bukti P.4 dan P.6 bahwa bapak kandung Pemohon II sebagai wali yang berhak 
menikahkan Pemohon II adalah M. N adalah orang lain yang tidak ada hubungan nasab dengan 
pemohon II, tidak pula bertindak sebagai wali nikah. Oleh karena itu, perkawinan sirri yang 
dilakukan Para Pemohon yang tidak dilakukan dengan wali yang sah dan berhak menikahkan 
Pemohon II, maka perkawinan sirri para Pemohon tidak terpenuhi rukunnya sebagaimana 
ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam; 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, anak Para Pemohon yang bernama NNR 
adalah anak yang lahirnya dinasabkan kepada Pemohon II sebagai ibunya. Berdasarkan bukti P.7 
Majelis mendapatkan persangkaan bahwa pada tangal 31 Desember 2012 ketika pencatatan 
kelahiran anak Pemohon II tersebut, Pemohon II tidak dapat mengajukan bukti yang 
menunjukkan sahnya perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I, sehingga anak Pemohon II 
tersebut dinyatakan sebagai anak luar kawin dinasabkan kepada Pemohon II, sebagaimana 
ketentuan pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang salsing 
berkesesuaian bahwa perkawinan sirri Para Pemohon disaksikan oleh SR dan R dengan mas 
kawin seperangkat alat sholat. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam bahwa 
yang dapat bertindak sebagai saksi nikah adalah laki-laki muslim. Sehingga, Majelis menilai saksi 
nikah perempuan (SR) adalah saksi nikah yang tidak sah. Oleh karenanya perkawinan Para 
Pemohon yang disaksikan oleh saksi nikah perempuan adalah perkawinan yang tidak sah karena 
tidak memenuhi rukun perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling 
berkesesuaian, bahwa Pemohon I adalah benar-benar ayah kandung anak yang bernama NNR. 
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Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan 
Pemohon II adalah perkawinan yang tidak sah, oleh karenanya hubungan yang dilakukan 
Pemohon I dan Pemohon II adalah hubungan luar nikah. Pemohon I dan Pemohon II telah 
melakukan hubungan luar nikah yang berakibat pada lahirnya anak yang bernama NNR pada 
tanggal 28 September 2008. Pemohon I dan Pemohon II yang telah melakukan hubungan luar 
nikah yang berakibat pada lahirnya seorang anak, maka anak yang dilahirkan tersebut bukan anak 
yang sah yang hanya mempunyai hubungan perdata kepada ibunya sebagai dimaksud dalam Pasal 
42 dan Pasal 43 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil/keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan 
keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan 
fakta-fakta sebagai berikut  : ----------------------------------------------------------------------------------- 
1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan perkawinan yang tidak sah pada 
tangggal 20 Agustus 2006; -------------------------------------------------------------------------------- 
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan luar nikah yang berakibat 
pada lahirnya anak yang bernama NNR pada tanggal 28 September 2008; ----------------------- 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon I dan 
Pemohon II telah melakukan hubungan luar nikah yang berakibat pada lahirnya anaknya yang 
bernama NNR pada tanggal 28 September 2008; -----------------------------------------------------------  
Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 
tanggal 17 Februari 2012, maka Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 
keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, 
termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang saling 
berkesesuaian bahwa anak yang bernama NNR pada tanggal 28 September 2008 akibat hubungan 
luar nikah Para Pemohon, oleh karenanya Majelis memutuskan anak yang bernama NNR pada 
tanggal 28 September 2008 merupakan anak biologis Pemohon I yang mempunyai juga hubungan 
perdata dengan Pemohon I dan Pemohon II; 
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum perkawinan, 
maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang 
Nomor 50 Tahun 2009, kepada para Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara ini 
yang jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar Penetapan ini;  ------------------------------------- 
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang 
berkaitan dengan perkara ini; ---------------------------------------------------------------------------------- 
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M E N E T A P K A N 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 
2. Menetapkan anak yang bernama NNR, yang lahir tanggal 28 September 2008 adalah anak 
biologis Pemohon I dan Pemohon II; 
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar 
Rp.261.000,00 ( dua ratus enam puluh satu ribu rupiah); 
Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama 
Karanganyar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi, 
bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami, Hadi Suyoto, S.Ag., 
M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daldiri, S.H., dan Muhamad Imron, S.Ag., MH., 
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam 
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut 
dan dibantu oleh Sasmito, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon. --- 
 
Ketua Majelis Hakim, 
 
Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. 
Hakim Anggota,  
 
 
Drs. H. Daldiri, S.H. 
Hakim Anggota, 
 
 
Muhamad Imron, S.Ag., MH. 
Panitera Pengganti 
Sasmito, S.H 
Perincian biaya perkara : 
1. Pendaftaran Rp.   30.000,- 
2. Proses Rp.   50.000,- 
3. Panggilan Rp. 170.000,- 
4. Redaksi Rp.     5.000,- 
5. Meterai Rp.     6.000,- 
   Jumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah). 
 
 
